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Abstrak
Kehadiran pandemi Covid-19 menjadi alasan utama Pilkada serentak ditunda di Indonesia. Ancaman keselamatan dan kesehatan menjadi landasan dalam penundaan pilkada. Jika dilaksanakan, dikhawatirkan akan munculnya kluster baru Covid-19 yang akan memperparah keadaan. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah tidak diperbolehkannya berkumpul dengan orang banyak, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Hal ini berdampak  pada  tahapan  pilkada,  yang  salah  satunya  adalah  tahapan  kampanye  yang notabene membutuhkan kehadiran massa yang cukup besar. Salah datu daerah yang juga melaksanakan pilkada serentak ini adalah Kabupaten Luwu Timur, dan sempat menjadi daerah yang masuk kategori zona merah. Solusi dari dilarangnya kampanye langsung secara besar- besaran adalah dengan melakukan virtual campaign. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari  virtual campaign yang dilakukan oleh dua pasangan calon   di Kabupaten Luwu Timur. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa virtual campaign meskipun berpengaruh, namun masih tidak cukup efektif untuk dilakukan di daerah Luwu Timur. Beberapa alasan diantaranya adalah karena letak geografis yang masih menyulitkan, masyarakat yang masih kurang melek teknologi, dan akses internet yang masih belum  memadai.  Beberapa  faktor  tersebut  mengindikasikan  bahwa  virtual  campaign  di daerah Luwu Timur tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan secara maksimal, dan masih sulit dilakukan bagi para kandidat dalam mengoptimalkan media daring untuk kampanye di tengah pandemi Covid-19.
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Pendahuluan
Pandemi   Covid-19   memberikan   dampak   yang   sangat   signifikan   terhadap   pola kehidupan  masyarakat.  Hampir  seluruh  negara  di  dunia  mengalami  hambatan  di  berbagai sektor kehidupan. Tak terkecuali Indonesia, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penjagaan jarak, pelarangan kumpul dengan kerumunan orang banyak, dan aturan lainnya membuat berbagai masalah baru muncul. Permasalahan  tersebut  tidak hanya  pada sektor kesehatan,  akan  tetapi  juga pada perekonomian, sosial, pendidikan dan tidak terkecuali pada sektor politik. Salah satu masalah yang dipengaruhi pada sektor politik adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) . Sebelumnya terdapat pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19. Banyak kalangan yang pesimis jika Pilkada tetap  dilaksanakan maka akan berdampak pada munculnya  kluster  baru,  yakni  kluster  Pilkada.  Namun,  dengan  dikeluarkannya  Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan   Walikota  yang  menyatakan   bahwa  Pilkada  ditunda  hingga  pada Desember  2020  menjadi  landasan  konkrit  bagi  penyelenggara,  peserta  hingga  masyarakat bahwa pilkada akan tetap dilakasanakan di tengah pandemi Covid-19.
Pilkada tetap dilaksanakan dengan landasan bahwa jika  pilkada di tunda lebih lama akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Pilkada dinilai sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi salah satu bentuk dari asas negara demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Diamond dalam Developing Democracy Toward Consolidation (Utomo 2020) bahwa Pilkada lebih dilihat sebagai ruang bagi negara berkembang ( developing country). Hal ini berkaitan dengan pembangunan demokrasi yang mencakup pada penguatan masyarakat publik, masyarakat   ekonomi,   dan   masyarakat   budaya.   Pilkada   menjadi   salah   satu   bentuk   dari penguatan demokrasi karena terdapat kekuatan untuk mendorong masyarakt sipil terkait dengan akses, suara, dan kontrol dalam pemerintahan, penguatan kebijakan, hingga adanya institusionalisasi dari ekonomi dan politik (Sahdan 2008). Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki tanggungjawab untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi untuk mendukung penguatan ekonomi politik.

Namun, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini tentu menimbulkan berbagai hambatan dan tantangan di dalamnya. Tentunya akan berdampak pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada. Salah satunya adalah larangan kerumunan orang banyak pada saat kampanye, sementara hal ini sangat  berbeda dengan  euphoria  pelaksanaan  kampanye yang notabene membutuhkan  partisipasi  dari banyak  orang.   Pihak penyelenggara dalam  hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Pandemi Covid -19. Di dalamnya diatur terkait dengan bentuk kampanye seperti apa yang dibolehkan di tengah pandemi.  Salah satu alternatif yang diatur untuk menghindari kerumunan orang banyak adalah dengan melakukan kampanye secara virtual (virtual campaign). Kampanye virtual yang dimaksud  adalah  dengan  kampanye  secara  daring  (dalam  jaringan)  ataupun  menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan visi misi atau melakukan branding bagi para kandidat.  Terdapat  270  daerah  yang  nantinya  akan  mengikuti  Pilkada  dengan  rincian  9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang ada di Indonesia (Farisa 2019).

Salah satu kabupaten yang juga turut melaksanakan pilkada pada Desember 2020 mendatang adalah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga pada bulan Oktober lalu, Kabupaten Luwu Timur masih menyandang status zona merah dan hingga  Desember  mendatang  masih  sangat  rawan  terjadi  penyebaran  virus  Covid -19  dan munculnya kluster baru. Pelaksanaan Pilkada di daerah ini juga menjadi hal yang menarik dan boleh  dikatakan  akan  menjadi cukup  panas karena dua pasangan  calon  yang  berkontestasi merupakan  petahana  dari periode sebelumnya.  Kampanye secara virtual  sebenarnya  bukan merupakan suatu hal yang baru dan asing bagi masyarakat Indonesia, dan masyarakat Luwu Timur  khususnya.  Pada  pemilihan  umum  di  tahun  2019  lalu  kampanye-kampanye  melalui media sosial sudah marak dilakukan oleh kandidat legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden waktu itu. Bahkan pada tahun 2014 kampanye politik sudah banyak melibatkan peran media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram (Rafi and Syam 2019).

Kabupaten  Luwu  Timur  sendiri  merupakan  daerah  yang  berada  di  ujung  Sulawesi Selatan dan memiliki 11 kecamatan di dalamnya. Masih jauhnya jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lain bisa menjadi alasan untuk menggunakan media daring atapun media sosial sebagai salah satu alat untuk melakukan kampanye. Akan tetapi, tentu perlu sarana dan prasarana  dalam  melakukan  kegiatan  tersebut  dan  beberapa  penunjang  lainnya,  seperti kesiapan sumber daya manusia. Hal inilah yang mendasari penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah kampanye secara virtual efektif dilakukan di daerah Luwu Timur untuk

perhelatan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang , dan sejauh apa pengaruhnya dalam hal melakukan kampanye secara virtual.

Kajian Pustaka
Pilkada
Pemilihan umum kepala daerah atau yang disingkat dengan pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tingkat daerah atau lokal yakni di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Gagasan pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan representasi dari keinginan masyarakat  daerah yang bersangkutan bahwa kepala daerah lahir dari  keinginan mereka bukan berdasarkan hasil rekayasa politik. Dapat dikatakan bahwa salah satu pilar demokrasi merupakan pemilihan kepala daerah, karena didalamnya terkandung semangat demokrasi yang memperkuat bentuk kebebasan memilih dan dipilih dalam suatu negara. Hal ini sejalan  dengan  konsep  demokrasi yang diungkapkan  oleh Joseph Schumpter dalam (Badrul

2017) bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan dilakukan secara berkala merupakan suatu kriteria utama dari sebuah sistem politik hingga dapat disebut sebagai sebuah bentuk demokrasi. Pilkada ini tentunya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten /Kota bersama Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu) dengan berbagai macam tahapan dan aturan yang berlaku (Zainuddin 2017). Aturan dan penjelasan terkait dengan pilkada telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan kini terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 yang mengatur lebih jelas lagi tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemic Covid -19.

Pilkada merupakan bentuk konkrit dari adanya desentralisasi yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk memilih dan menentukan masa depan dari daerah mereka. Di sisi lain pilkada juga menjadi jembatan bagi masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam hal politik yang tentunya akan berdampak pada wajah suatu daerah kedepannya. Sehingga pelaksanaan pilkada juga masuk dalam instrument utama bagi negara yang menganut sistem demokrasi, utamanya negara Indonesia. Berlandaskan daerah Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dan masih minimnya transportasi dari satu pulau ke pulau lain, maka menjadi landasan konkrit jika pilkada dilaksanakan di Indonesia. Kemudian mengingat sejarah kelam perpolitikan negara Indonesia yang dahulu masih bersifat sentralistik, sehingga berbagai macam urusan administrasi hanya dapat dilakukan di pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan  pilkada merupakan sebuah gerbang demokrasi  yang  juga menunjang  dinamika politik masyarakat Indonesia.

Kampanye Politik
Kampanye merupakan suatu cara yang dilakukan oleh partai atau bakal calon untuk melakukan perkenalan diri, melakukan branding dan memberitahukan terkait dengan visi misi yang diusung kepada publik. Seperti yang dikatakan oleh Rice dan Paisley bahwa kampanye merupakan  sebuah  keinginan  untuk  memengaruhi  tingkah  laku  ataupun  kepercayaan  dari orang lain menggunakan   daya tarik yang komunikatif (Fatimah 2018). Kemudian hal ini di dukung oleh (Indama, Mamentu, and Egeten 2019) yang mengutarakan bahwa kampanye merupakan sebuah “ruang formal” yang telah difasilitasi dalam Undang-Undang terkait Pemilu bagi bakal calon untuk memperoleh dukungan dari publik. Terkait dengan hal ini, Negrine dan Lilleker memaparkan bahwa kampanye politik merupakan waktu atau periode yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu kepada seluruh kontestan atau peserta . Kampanye dapat dilakukan oleh partai ataupun dari pihak perorangan yang tujuannya adalah untuk memberikan pemaparan kepada publik terkait dengan program-program kerja kandidat, untuk memengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat untuk memberikan suara kepada kandidat pada hari pencoblosan .

Kampanye   bisa dikatakan merupakan suatu cara sentral bagi para kandidat untuk menarik  perhatian  publik  dan  mendorong  publik  agar  turut  serta  dalam  pesta  demokrasi. Seperti yang tertera dalam PKPU No.13 Tahun 2020 bahwa kampanye merupakan sebuah kegiatan  untuk meyakinkan para pemilih melalui  tawaran  visi  misi, ataupun  program yang diberikan  oleh para calon kandidat. Adapun  bentuk pilkada yang  dapat dilakukan  misalnya dengan pengumpulan massa, melakukan orasi politik atau dengan memasang atribut -atribut partai seperti poster, spanduk, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kampanye merupakan sebuah wadah bagi para kandidat mempertaruhkan dan memperjuangkan berbagai upaya guna membangun image politik agar dapat mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Ruang Publik Virtual
Perkembangan teknologi memberikan perubahan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Berbagai bentuk penerapan di sektor-sektor kehidupan telah banyak membantu pekerjaan manusia yang dahulu hanya dapat dilakukan secara konvensional.  Perkembangan teknologi ini beriringan dengan pergerseran pola dan cara komunikasi manusia. Jika dahulu orang hanya dapat berkomunikasi dengan bertemu secara langsung, kini dengan kecanggihan teknologi kita dapat berkomunikasi tanpa ada batasan waktu dan tanpa ada batasan jarak. Salah satu bentuk nyata dari adanya perubahan teknologi ini adalah dengan kehadiran internet. Pemanfaatan dan perkembangan internet menjadi satu hal yang memicu lahirnya ruang publik virtual. Internet sebagai media utama yang berperan dalam keberlangsungan ruang publik virtual menjadi wadah untuk berdemokrasi secara tidak langsung bagi publik. Para pengguna dapat mengeluarklan argumentasi, kritikan, saran dan pandangan-pandangan melalui media online seperti sosial media atau platform internet lainnya.

Ruang virtual memberikan fasilitas bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk interaksi dan gerakan mulai dari akar rumput hingga pada kaum elit (Nasrullah 2012). Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh (Papacharissi 2002) bahwa ruang virtual memberikan kebebasan untuk bereskpresi dan perkembangan gerakan-gerakan yang dapat memajukan demokrasi.   Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran ruang publik virtual ini memberikan dampak besar terhadap dinamika demokrasi. Setiap orang ataupun kelompok kini dapat memiliki akses terhadap berbagai macam informasi, dan juga memiliki kesempatan untuk memberikan opini, berkuasa, ataupun mengarahkan dan memengaruhi suatu perubahan di masyarakat  (Haezer  2018).  Salah  satu  bentuk  media  virtual  yang  paling  sering  digunakan adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah medium berbasis online dengan aktifitas dua arah yang dapat memperkuat hubungan antar pengguna dan juga dapat menjadi sebuah ikatan  sosial(Setiadi  2016).     Adapun  bentuk  media  sosial  yang  sering  digunakan  seperti facebook,  twitter,  instagram,  dan  whatsapp.  Selain  itu,  media  virtual  yang  dapat  digunakan dalam hal ini seperti aplikasi zoom, microsoft teams, google meet, dan platform internet lainnya.

Metode Penelitian
Penelitian dengan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif dipilih dengan landasan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya yan g dilakukan untuk membuat   suatu   rasionalisasi,   interpretasi   ataupun   penafsiran   terakait   dengan   realitas kehidupan yang berdasarkan pada pemahaman peneliti  (Denzin and Lincoln 2011). Adapun Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara  mendalam (in-depth interview) via daring dengan menggunakan aplikasi zoom, whatsapp dan telepon kepada pihak penyelenggara, KPU dan Bawaslu luwu Timur, beberapa dari tim pemenangan para kandidat, serta beberapa masyarakat Luwu Timur. Wawancara dilakukan via daring mengingat situasi, dan kondisi pandemi serta jarak yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Penelitian ini  tidak  dikhususkan  untuk  melakukan  generaliasi  terhadap  populasi  tertentu,  akan  tetapi

lebih ditekankan kepada analisisnya. Adapun data sekunder diambil dari jurnal artikel, buku, ataupun media online yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan pilkada 2020 merupakan pilkada pertama yang dilakukan di tengah situasi darurat yakni adanya bencanan non alam Covid-19.  Tentunya pelaksanaan pilkada ini membuat beberapa tahapan tidak dapat dilaksanakan secara normal. Salah satunya adalah pelaksanaan kampanye yang tidak boleh diikuti oleh massa yang banyak. Jika sebelumnya kampanye politik pada saat pilkada ini identik dengan iring-iringan massa, orasi di tengah keramaian, hingga melaksanakan acara besar-besaran, kini tidak lagi. Pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat menjadikan  kampanye  tidak  semeriah  biasanya.  Terkait  dengan  pelaksanaan  kampanye  di tengah pandemi ini telah diatur di dalam PKPU No.13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan  Gubernur dan  Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Daerah yang juga melaksanakan Pilkada 2020 adalah kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun ini masyarakat Luwu Timur akan memilih Bupati dan  Wakil Bupati untuk 5 tahun kedepan dengan dua pasang calon kandidat. Kedua pasangan calon Bupati ini merupakan petahana, yaitu Bupati petahana Muhammad Thoriq Husler yang berpasangan dengan Budiman Hakim serta wakil Bupati petahana Irwan Bachri Syam yang   berpasangan dengan Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta. Pertarungan dua petahana Luwu Timur ini mengindikasikan Pilkada Luwu timur tahun ini akan berlangsung dengan cukup sengit. Akan tetapi, kehadiran Covid-19 tentu menjadi kendalam untuk melakukan kampanye secara tatap muka karena kekhawatiran akan munculnya kluster baru Covid-19. Oleh karena itu, terdapat cara yang ditawarkan oleh penyelenggara untuk tetap melaksanakan kampanye di tengah pandemi yakni dengan menggunakan media virtual atau secara online. Pelaksanaan kampanye virtual dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :

a)   Kampanye dalam jaringan (daring)

Kampanye ini dilakukan dengan mempertemukan pasangan calon atau tim sukses dengan  calon  pemilih dalam sebuah pertemuan virtual dengan  menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi Zoom,Microsoft, atau aplikasi sejenis lainnya.

b)   Kampanye media Sosial (medsos)

Kampanye yang dilakukan di media social merupakan tahapan kampanye yang dilakukan dengan cara membuka komunikasi dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang gunanya untuk menginformasikan segala sesuatu yang berupa visi/misi, gagasan, dan hal lainnya yang meliputi pengenalan pasangan calon.

Adapun keuntungan jika kampanye secara virtual ini dilakukan yang pertama tentu dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung. Narasi ataupun isu dapat tersebar lebih cepat ke masyarakat, dan tentu bisa mencakup lebih banyak kaum milenial yang banyak menggunakan media sosial dan lebih paham akan media daring (Sindonews.com 2020). Namun, kekurangannya juga dapat terlihat dengan munculnya akun- akun palsu, black campaign, mahalnya biaya jika ingin membuat suatu iklan di media daring, dan ujaran kebencian yang dapat memanas dan tersebar dengan mudah di media sosial (Kompas.com 2020).   Tentunya perlu ada inovasi dan strategi-strategi dalam melakukan kampanye virtual, sebab kondisi yang sedang terjadi saat ini menutup kemungkinan jika kampanye secara tatap muka dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur sendiri sudah menggunakan media virtual dalam melaksanakan kampanye dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pilkada. Namun, berdasarkan hasi l wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  pihak  KPU,  Bawaslu,  tim  pemenangan  Husler- Budiman,  tim  pemenangan  Ibas-Rio,  dan  masyarakat  mengatakan  bahwa  kampanye  yang

dilakukan secara daring hampir tidak ada. Selama ini kampanye virtual kebanyakan dilakukan di media sosial seperti facebook dan Instagram. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat sekretaris  Partai  Golkar  Luwu  Timur,  Andi  Zulkarnain,  yang  juga  tim  sukses  Husler  dan Budiman, beliau mengatakan bahwa saat ini di beberapa platform media sosial khususnya di facebook sudah banyak sekali perdebatan sengit antar pendukung pasangan calon.  Pendapat lain juga dikatakan oleh Ittong selaku tim sukses dari pasangan Ibas-Rio yang mengungkapkan bahwa penyebaran isu antar pasangan sangat massif terjadi dalam proses kampanye virtual melalui media sosial. Meskipun begitu kampanye virtual yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur dianggap tidak efektif oleh beberapa kalangan. Ketua KPU Luwu Timur, Zainal, mengungkapkan   bahwa   pelaksanaan   kampanye   virtual   di   Luwu   Timur   belum   efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam tentang kampanye virtual selain itu Luwu Timur juga masih terkendala oleh akses internet. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan dari Komisioner KPU dari divisi partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, Mulyanah Mulkin, yang mengatakan bahwa sejauh ini kedua pasangan calon tidak efektif menjalakan kampanye virtual. Hal ini tentu karena masih banyaknya daerah-daerah di Luwu Timur yang sangat minim akses internet.

Tidak hanya KPU  yang mengatakan bahwa kampanye virtual di  Luwu Timur belum efektif dilakukan. Pihak Bawaslu Luwu Timur selaku pengawas pilkada juga mengatakan bahwa penggunaan media virtual untuk kampanye tidak digunakan secara maksimal oleh kedua calon. Sukmawati  Suaib  selaku Komisioner Bawaslu mengatakan  bahwa seharusnya untuk tingkat pemilihan  kepala daerah tingkat  Kabupaten/Kota mereka bisa mendaftarkan  setidaknya 20 akun untuk dilakukan pemantauan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh kedua tim pemenangan, Mulyanah Mulkin juga mengatakan bahwa akun yang terdaftar di KPU saat ini untuk masing-masing calon tidak sampai lima akun. Namun, hal ini dimaklumi oleh Ketua Bawaslu, Rahman Atja, yang mengatakan bahwa agak sulit jika virtual kampanye ingin diadakan Luwu Timur, beberapa alasannya adalah kondisi geografis Luwu Timur, masih rendahnya pengetahuan atau sumber daya manusia, dan minimnya akses internet menjadi kendala yang masih belum terselesaikan. Kedua tim pemenangan juga mengalami kendala di akses jaringan dan perangkat yang digunakan juga masih kurang mendukung. Zainal selaku ketua KPU juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa masalah jaringan dan minat masyarakat  untuk melakukan kampanye secara daring masih sangat minim.

Fada Himawan selaku masyarakat Luwu Timur mengatakan bahwa kampanye virtual di Luwu timur tidak berjalan dengan efektif, karena masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung latar belakang dari calon kandidat. Contohnya para milenial yang notabene pengguna media sosial, mereka tidak mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan keunggulan dan kekurangan dari para kandidat.  Kemudian ia juga mengungkapkan hambatan dalam kampanye virtual di Luwu Timur adalah waktu dan permasalahan kuota, masyarakatpun masih minim pengetahuan dan tidak bersemangat mengikuti kampanye secara virtual . Hal itu terjadi karena kurangnya   kesadaran   akan   visi   misi   yang  disampaikan   oleh   para   pasangan   calon   dan masyarakat hanya memilih dikarenkan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendapat lain didapatkan  dari  Milandayani  yang  juga  masyarakat  Luwu  Timur   ia  mengatakan  bahwa kampanye melalui sosial media tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat di Luwu Timur memiliki akses terhadap sosial media, sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui visi misi para calon.

Sejauh ini masing-masing tim pemenangan melakukan kampanye dengan konsep door to door, yakni dengan datang dari rumah ke rumah dengan jumlah peserta yang terbatas di setiap pertemuan. Cara tatap muka masih menjadi opsi utama untuk menarik suara masyarakat dibandingkan hanya menggunakan media sosial. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan dan analisis langsung yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kampanye se cara daring  masih  sangat  minim  dilakukan  di  Luwu  Timur.  Hampir  seluruh  kampanye  yang

dilakukan masih bersifat konvensional atau dengan terjun langsung ke masyarakat. Meskipun sudah terlihat antusias masyarakat dalam kampanye virtual melalui media sosial, akan tetapi hal  tersebut  dirasa masih sangat  kurang jika  untuk  menarik  perhatian  dan  mengumpulkan suara. Disisi lain, kondisi masyarakat Luwu Timur masih belum masif dalam penggunaan media sosial juga menjadi kendala. Kemudian hal utama juga terkait akses jaringan yang masih sangat sulit dilakukan di beberapa daerah di Luwu Timur.

Oleh karena itu, perlu inovasi baru dan kreatifitas dalam menyebarkan narasi ataupun isu di media sosial jika memang ingin menarik simpati masyarakat. Bisa dengan menggunakan info grafis ataupun video grafis yang memudahkan masyarakat dalam menyerap informasi. Di sisi lain, meskipun kampanye daring hampir tidak dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, pemanfaatan media sosial harusnya bisa digunakan secara maksimal mengingat masih ban..
TOLONG BIKIN CLOSING STATEMENT DI BAGIAN INI, YANG MERAH
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